
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTAJAKARTA

KEPUTUSANGUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2093 TAHUN 2014

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SEBAGAI PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH BERUPA TANAH MARGA JALAN (MJL) YANG TERLETAK

DI PERU MAHAN PONDOK BAMBU PERMAI/PONDOKBAMBU II,
KELURAHAN PONDOK BAMBU, KECAMATAN DUREN SAWIT,

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 10 September 2014
telah diseraht~rimakan kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum
berupa Tanah Marga Jalan (Mjl) yang terletak di Perumahan Pondok
Bambu Permai/Pondok Bambu II, Kelurahan Pondok Bambu,
Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur dari
PT Duta Anggada kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta c.q. Kepala. Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
akan digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib adminislrasi
pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah Marga Jalan
(Mjl) yang tertetak di Perumahan Pondok Bambu Permai/Pondok.
Bambu II, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota
Administrasi Jakarta Timur;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tenlang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesaluan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraluran Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun .2014 lenlang Pemerintahan
Daerah sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

4. Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah; .
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Menetapkan

KESATU
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang·
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Barang Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan
Barang Milik Daerah;

11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan
Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerinlah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH MARGA JALAN (MJL) YANG TERLETAK 01
PERUMAHAN PONDOK BAMBU PERMAI/PONDOK BAMBU II,
KELURAHAN PONDOK BAMBU, KECAMATAN DUREN SAWIT,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

Meriunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sebagai Pengguna Barang
Milik Daerah Berupa Tanah Marga Jalan (Mjl) yang terletak di
Perumahan Pondok Bambu Permai/Pondok Bambu II, Kelurahan
Pondok Bambu, Kecamatan DurenSawil, Kola Administrasi Jakarta
Timur, dengan Nomor, Kode dan Rincian Barang sebagai berikut :

Luas Tanah

Nomor Invenlaris

5.822 m2

7000000000000
0101108001.00003

KEDUA

KETIGA

Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diklum .
KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan alau mengubah
pengglinaan Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis
dari Gubernur. .

Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diklum
KESATU, wajib:

a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara
menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;

b. merencanakan segala biaya yang berkailan dengan perawatan dan
pemeliharaan lerhadap Barang Milik Daerah serta sarana penunjang
lainnya;

r



3

c. menggunakan . dan mengelola Barang Milik Oaerah unluk
kepenlingan penyelenggaraan lugas pokok dan Jungsinya;

d. melakukan pengawasan dan pengendalian alas penggunaan
Barang MilikDaerah yang ada dalam penguasaannya; dan

e. mengamankan .dan memelihara Barang Milik Oaerah yang berada
dalam penguasaannya sesuai dengan kelenluan peraluran
perundang-undangan.

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan: .

Segala risiko alas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan
Barang Milik Oaerah sebagaimana dimaksud pada diklum KESATU,
sepenuhnya menjadi beban dan langgung jawab Kepala Oinas
Pekerjaan Umum Provinsi Oaerah ~husus Ibukola Jakarta.

Kepulusan Gubernur ini mulai berlaku pada langgal dilelapkan.

Oilelapkan di Jakarta
pada langgal 8 Desember 2014

B, VINSI OAERAH KHUSUS r
IB A JAKARTA
~mls OAERAH,

1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta
2. Para AsislenSekda Provinsi OKI Jakarta
3. Inspeklur Provinsi OKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah

Provinsi OKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Oaerah

Provinsi OKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Selda Provinsi OKI Jakarta
7. Kepala Biro Organisasi dan Talalaksana

Selda Provinsi OKI Jakarta


